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Palu, Metrosulawesi.com - Komite sekolah masih diperbolehkan memungut iuran kepada orang tua siswa, dengan syarat tidak melebihi batas sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pembayaran komite. Demikian dikatakan Walikota Palu Hidayat beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, bahwa komite memang tidak dibubarkan karena memang keberadaannya diatur undang-undang. Namun meski demikian jika sampai komite dan sekolah masih melakukan pemungutan secara berlebihan maka hal tersebut jelas melanggar aturan.

Hidayat kembali menegaskan, bahwa dia melarang seluruh sekolah untu memberlakukan pemungutan biaya pendaftaran kepada calon siswa seluruh tingkatan. Selain itu, dia juga kembali minta kepada seluruh sekolah untuk memutihkan sisa hutang pendaftaran siswa.

“Sekali lagi, ini tolong dipahami bahwa pemerimaan siswa baru tahun lalu itu kan dibayar, jadi untuk tahun ajaran baru satu sen pun biaya pendaftaran tidak lagi diberlakukan, dan juga pembelian pakaian seragam, sekolah tidak boleh lagi menjual kepada para siswa, kecuali yang tidak dijual di pasar atau toko,” tegasnya.

Hidayat juga menegaskan, jika masih ada sekolah yang melanggar maka dia minta kepada dinas pendidikan untuk memberi sanksi tegas kepada pihak sekolah.
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